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TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 99 ayat (4) dan
ayat (5) Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam
hal standar akuntansi pemerintah tidak mengatur jenis usaha
BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakkan
akuntansi yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah,

a.

bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kebijakan Akutansi Badan Layanan Umum Daerah,

b.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340),

4.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165),

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.

2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
instansi/unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan
daerah.
Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian
laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

40.

41.

42.

43.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada BUD
dan/atau BLUD.
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah dan/atau BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah dan/atau BLUD maupun masyarakat, serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau
BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah dan/atau BLUD.
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah dan/atau BLUD yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi
seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh
pengeluaran BLUD.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.
Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang
diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan
lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan
mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu
entitas pelaporan konsolidasian

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan
yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya
ekonomi yang dikelola oleh BLUD, yang menggambarkan perbandingan antara
realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
Pendapatan-LO adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Badan Layanan
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh BLUD.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BLUD.



44.

45.

46.

47.

48.

(1)

(2)

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.
Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD pada
bank yang ditetapkan.
Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam
satu periode.

Pasal 2

Tujuan kebijakan akuntansi bagi BLUD untuk :

a. penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan
akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan,

b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,

C. pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan
pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Tujuan pelaporan keuangan BLUD untuk menyajikan informasi yang berguna
untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,

dan ekuitas BLUD,
b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas BLUD,
C. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya ekonomi,
e. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap

anggarannya,
f. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya,
g. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatannya,
h. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.



Pasal 3

(1) BLUD mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a. pendanaan BLUD merupakan bagian dari APBD,
b. BLUD dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
C. pemimpin BLUD adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk,
d BLUD membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas

akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya,
e. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain

penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai
dengan ketentuan:
memberikan jasa layanan kepadamasyarakat/pihak ketiga:f.

g. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas
pelaporan yang membawahinya,

h. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah,
dan

ii laporan Keuangan BLUD diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.
(2) Selaku penerima APBD yang menyelenggarakan akuntansi, laporan keuangan

BLUD dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara
organisatoris membawahinya.

Pasal 4

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD terdiri dari:
basis akuntansi pemerintah,
prinsip nilai historis,
prinsip realisasi,
prinsip konsistensi,
prinsip pengungkapan lengkap,dan
prinsip penyajian wajar bisa diterima umum (PABU).

Pasal 5

f.

Pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan,
antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan
utang piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan
untuk mempekerjakan tenaga profesional lainnya, serta kesempatan pemberian
imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

BAB II
TANGGUNGJAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 6

(1) Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan BLUD wajib membuat
Laporan Keuangan.

(2) Penyusunan Laporan Keuangan BLUD diselenggarakan oleh Pejabat Keuangan
BLUD dan menjadi tanggung jawab Pemimpin BLUD.

(3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB III
LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Komponen Laporan Keuangan

Pasal 7

Komponen Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :

laporan realisasi anggaran,
laporan perubahan saldo anggaran lebih:
neraca,
laporan operasional,
laporan arus kas,
laporan perubahan ekuitas,dan

a
PP

AO
cp

catatan atas laporan keuangan.
Penyusunan dan penyajian laporan serta penerapannya dalam mengakui,
mengukur, menyajikan dan mengungkapkan transaksi-transaksi pendapatan,
keuntungan, beban, kerugian, aset, kewajiban dan ekuitas berpedoman pada
kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
BLUD dapat menyusun kebijakan akuntansi sesuai dengan karakteristik
kegiatan BLUD.

Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Keputusan Pemimpin BLUD.
Format komponen laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengakuan Akun Laporan Keuangan

Pasal 8

Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima
BLUD.

Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh
BLUD.
Penerimaan Pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima
BLUD.
Pengeluaran Pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran
pembiayaan dilakukan oleh BLUD.
Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
a. timbulnya hak atas pendapatan,dan

(S)

b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat realisasi adalah hak yang
telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu
pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.



.

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Beban pada BLUD diakui pada saat:
a. timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke
BLUD tanpa diikuti keluarnya kas,

b. terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain
yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas
dalam kegiatan operasional BLUD,dan

C. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat
penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/
berlalunya waktu.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan
BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala
kepada PPKD.
Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggungjawab
sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala menerbitkan Surat Permintaan
Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada
PPKD.

Bagian Ketiga
Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan

Pasal 10

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan
Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas
akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Laporan Realisasi
Anggaran BLUD dikonsolidasikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran entitas
akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas BUD.
Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan
Arus Kas BUD adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah
disahkan oleh BUD.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dikonsolidasikan pada laporan
keuangan entitas pelaporan yang membawahinya.

BAB IV
PENGHENTIAN BLUD MENJADI UNIT KERJA BIASA

Pasal 11

Kepala dapat mengusulkan pencabutan penerapan BLUD kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah atas rekomendasi dari Tim Penilai BLUD.
Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan
BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya
entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus
menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya
sebagai BLUD.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Mei 2019
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 19
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